
1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang 
Pernlx-ruukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1 R?)l· 

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Peny elcnggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi. Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara [Lernbaran Negara Republik Indonesia 

menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang 
Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah; 

dirnaksud dalarn h uruf :1. huruf b dan huruf c. perlu 

a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui 
kegiaran ~ ang efekrif clan efisien. keandalan pelaporan 
keuangan. pengamanan aset negara, dan ketaatan 
ierhadap perai uran perundang-un<langan, perlu 
dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan 
pemerintahan: 

b. bahw a dalam rangka pelaksanaan sistern pengendalian 
mter n ,dn~c:r.~,L·n Ja11 L·fc:klifJ, li,1ghu11ga.n rc::1nc::1intal1 
Kota Manado perlu menerapkan kebijakan penilaian 
risiko; 

c. bahw a berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) 
Pcraturan Pcrncrintah Nornor 60 Tahun 2008 tcntang 
Sisrern Pengendalian Intern Pemerintah, Pirnpinan 
lnstansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko: 

d. bahwa berc.lasarkan pertimbangan sebagaimana 
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PERATURAN \VALl1'0TA TENTANG PEDOMAN PENTLAIAN 
RISIJ..:O P.\DA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA MANADO 

Menetapkan 

~lEMUTUSKAN : 

4890). 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 
teruanz Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Daerah Kora Manado Tahun 2016 Nomor 2) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nornor 1 Tahun 2019 tcruang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kot a Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Su sunan Perangkat Daerah 
(Lernbaran Daerah Kora Manado Tahun 2019 Nomor 1). 

6. Undang Undang Nornor 23 Tahun 2014 tcntang 
Perneriruahan Daerah (Lcmbaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa knli ternkhir derigan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245. Ta mbahan Lernbaran Negara Nomor 
F,t;73) . 

7. Peraturan Pcrnerinrah Nornor 60 Tahun 2008 tentang 
Sisrern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. 
Ta rn ha ha n IRmh;:ir;:in Npp;:irn RPn11hlik Indrme sia Nnrnnr ...... . 

Tah un 2003 Nomor 47. Tarnbahan Lembaran Negara 
Rcpuhlik Indonesia Nomor 4286): 

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbe-ndaharaan Negara [Lern barart Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
r ·1 .... , I D ,,... I. L' CIIIC-111'1.~dll rc-U~CIU d.cUl ctll lcill~Ull!;Jc:t.\\ciU nt:Uc:lll~d.11 

Negara (Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66. Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400): 



pernerintah vang bertanggung jawab langsung kepada 
Walikota. 

6. Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pernermtah daerah \ ang ditetapkan dengan peraturan 
dacrah. 

7 Sistern Perigendalian Intern adalah proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan y ang dilakukan secara terus 
mcncru s olch pirnpinan dan seluruh pegawai uruuk 
mcrnberikan keyakinan memadai atas tercapainy a 
t ujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 
efisien. keandalan pelaporan keuangan. pengamanan 
bct1ct11~ n1ilik Jc1c1ali, 11c~c11c1. Jc111 ketaatan tc1l1c1Jc1}J 
peraturan perundang-undangan. 

8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah , yang 
selanjutny a disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian 
intern ~ ang disclcnggarakan sccara mcnycluruh di 
lingkungan pernerintah daerah. 

9. Pcngawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit. 
reviu. evaluasi, pemantauan. dan kegiatan pengawasan 
lain terhadap peny eleriggaraan tugas dan fungsi 
orgarnsasi dalarn rangka rnemberikan keyakinan ) ang 
rnernadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur 
, ang relah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk 
kPpPnti,1gan pirnpinan datarn mewujudkan tata 
kepernerintahan yang baik. 

10. Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjumva disingkat RPJMD adalah dokumen 
rPY-Pnr::tn;:rnn Dar-ra h n n r u k rPnOOP S [lirna] ta hi m 
terhitung sejak dilantik sarnpai dengan berakhirnv a 
rnasa jabatan Kepala Daerah: 

intern pengawasan a pa rat 5 

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
I. Dacrah adalah Kora Manado. 

2. Pernerinrah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penvelenzaara pernerinrahan daerah vang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Manado. 
-4. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Walikota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
pcnyelenggaraan uru san Pernerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daerah. 
lnspektorar adalah 

Pasal I 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



1 1. Rcncana Stratcgis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dcngan Renst ra Perangkat Dacrah adalah 

dokurnen perencanaan Perarigkat Daerah untuk periodc 
5 (Iirna] iahun. 

1 2 Rcncana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjut nv a dismgkat RKA-PD adalah dokumen 

percncanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
l)t'ltdrtpctldll, lt'lll..ctllrt lJl.."lcUljct l,JIVt:;JcUII dc1i1 h.cgiCltc:u) 
perangkar daerah serta rcncana pernbiay aan sebagai 
dasar penv usunan APl3D; 

l 3 Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen ) ang 
bc-i"1:>1hc:1.11 pcnu~a.~n Ja, i pimpinan instansi yang lebih 
unggi kcpada prmpman instansi y ang lebih rendah untuk 
rnelaksanakan program/ kcgiatan ~ ang disertai dcngan 
indikator kinerja: 

14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalarn beru uk upava yang bcnsi satu arau lebih kegiatan 
dengan rnenggunakan sumber daya ) ang disediakan 
untuk rnencapai hasil vang terukur sesuai dengan tugas 
dan tu ngsr, 

15. Kegiatan / su h kegiatan Perangkat Daerah adalah 
serangkaian aknviras pernbangunan yang dilaksanakan 
oleh Perangkar Daerah untuk menghasrlkan keluaran 
(output: dalarn rangka mencapai hasu (outcome) suat u 
program. 

16. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari scrangkaian proses atas sumber 
da."1 µt"tJ1 liaugu 11a11 a~a1 I 1a::.,il Iou u.oure) Jaµal L~," uj ud , 

17. Has1I (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerirna manfaat dalam periode 
wakt u terteruu yang rnencerminkan berfungsinya 
keluaran clan beberapa kegiaran dalarn satu program; 

18. Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa 
~ ang berdarnpak negarif ierhadap pencapaian tujuan dan 
sasaran organisasi. 

19. 1-'engelolaan 1-<1s1ko adalah budava. proses dan struktur 
yang diarahkan unt uk memberikan keyakinan yang 
memadai dalarn pencapaian tujuan dan sasaran 
orgarusasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang 
dapat duerima. 

20 Perulaian Risiko adalah kegiaian penilaian atas 
kernungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan kegiatan dan sasaran pemerintah/perangkat 
daerah. 



( 1 J Pimpman Perangkat Daerah wajib melakukan Penilaian 
Risiko. 

Pasal 3 
PEl\JYELENGGARAAN PENILAJAN RlSIKO 

Bagian Kcsaiu 
BAB Ill 

( 1) Mak sud disusunnya penilaian risiko adalah sebagai 
acuan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pcmenntah Daerah dalam melakukan perulaian nsrko di 
setiap Perangkat Daerah. 

l2J Tujuan disusurmy a penilaian risiko adalah untuk : 
a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko 

secara efektif dan efisien: 
b. rncngidenufikasi. menganahsis dan mengendalikan 

risiko. 

BAB II 
MA":::>UU lJAN fUJUAN 

Pasal 2 

dilakukan oleh perangkat daerah. 
disingknt RTP adalah kegiatan pengendalian yang akan 

dapat diterima setelah melakukan tindakan penanganan 
risiko (risk treatment). 

28 Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya 

21. Tujuan Pcrangkat Dae rah adalah tujuan yang tercantum 

dalam dokumcn Rcnstra pcrangkat daerah. 
22. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang 

tercanturn dalam dokumen 1-<enstra perangkat daerah. 
23. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasi risiko vang telah diidentifikasi dalam 
rangka pencapaian tujuan kegiatan/sasaran perangkat 
daerah. 

24. Tujuan Kegiatan/Sub kegiatan adalah hasil yang 
diharapkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan pada 
perangkat daerah y ang memenuhi indikator iertentu. 

25 icieruifikasi Risiko adaiah proses rnenetapkan apa, 
dimana. kapan. mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat 
terjadi. sehmgga dapat berdampak negatif terhadap 
pencapaian tujuan. 

2G. A11cti1::,i::. Ri::.ih.u ctdctldl 1 µ1 u::,e::, pe11ilc1ic111 let hc1Jc:tµ l i::.,ku 
> ang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi 
kernungkinan rnunculnya dan besaran darnpaknya, 
untuk menetapkan level atau status riaikonya. 

")7,. T~J--~~~· n:s:, .... (...; ... ,. ·-1rrr-·1--J adalah tingkat n's1·1·0 yang - .... , \. te111..:'>I i,, tn..v ,c..::,,\ lVI~- \..., "-'"'- C\.,t i I\. 1' .)n• 



d. mengandung unsur krueria pengukuran; 
e didukung surnber daya Perangkat Daerah yang cukup: 
f mehbatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses 

penetapannva 

a. berdasarkan pada tujuan dan Rensra Perangkat Daerah: 
b. sating melengkapi, sating rncnunjang. dan tidak 

bertentangan satu dengan lairmya: 
c relevan derigan seluruh kegiatan utama Pemerintah 

dc ngan mcmpc rhankan kctcntuan : 

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit dilakukan 

Pasal6 

( 1) Tuj uan Pcrangkat Oaerah sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 4 huruf a rncmuat pernyataan clan arahan yang 
spesihk , terukur. dapat dicapar. realisus dan terikat 
waktu , 

(2) Tu Juan sebagarmana dimaksud pada a) at ( 1) wajib 
dikornurnkasrkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil 
Negara dt Lingkungan Pemenntah Daerah. 

(-11 unruk mencapai t ujuan sebagaimana dirnaksud pada ayar 
( 1), Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan: 
a. strategi operasiona! yang konsisrcn: dan 
b, strategi rnanajernen teriniegrasi dan rencana 

penilaian risiko, 

Pasal 5 

Dalam ha! pelaksanaan Penilaian Risiko sebagarmana 
drrnaksud dalarn Pasal 3 ayat (1 ). Pimpinan Perangkat 
Daerah menetapkan : 
a tujuan Perangkat Daerah: 
1). tujuan pcda t i:1gl~at kcgiatan. 

Pasal 4 

Bagi an Ked ua 
Pelak sanann Pernlaian Risiko 

(2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
dilakukan dalam bentuk : 
a. penvusunan dokumen Penilaian Risiko Perangkat 

Daerah: 
b pclaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalarn 

dokurnen RTI'; 
c pelaporan pelaksanaan kegiaran pengendalian yang 

ada dalam dokurnen RTP. 
(31 Perulaian Risiko sebagarrnana drmaksud pada ayat (2). 

dru tarnakan pada kegratan yang merruhki peran besar 
pada pcncapaian sasaran utarna Perangkat Daerah. 

(4) Pcm usu nan clokumen Penilaian Risiko sebagairnana 
dirnaksud pada mat (2) huru fa dilaksanakan bersarnaan 
dengan proses pcnyusunan dokurnen RKA-PD. 



( 1) Kegiatan idenrifikasi tujuan. identifikasi dan analisis 
risiko serta penyusunan RTP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4. Pasal 7 dan Pasal 9 akan menghasilkan 
dokumen Penilaian Risiko. 

(2) Dokumen Pcnilaian Risiko sebagaimana dirnaksud 
dalarn a} at ( 1) terdiri aras : 
a. daftar tujuan kegiatan: 
b. daftar risiko: 
c. formulir analisis risiko: 
d. skala kernungkinan terjadinya risiko: 
e. skala dampak terjadiny a risiko: 
f. formulir identifikasi celah pengendalian: 
g. rencana tindak pengeridalian; 
h. laporan pelaksanaan RTP; 
i realisasi pelaksaan RTP 

(31 Format Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I 
> ang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 10 

Bagian Keernpat 
Dokurnen Penilaian Resiko 

( 1) Risiko ~ ang telah dirdentifikasi dan dianalisis dilanjutkan 
dengan menyu sun RTP. 

(21 Pen) usu nan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). 
untuk meminimalkan rnunculnya risiko dan dampak 
~ ang dihasilkan 

Pasal 9 

Pasal 8 
Pimpinan Perangkat Oaerah menerapkan prinsip kehati­ 
hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima .. 

Bagian Ketiga 
ldentifikasi dan Analisis Resiko 

Pasal 7 

( 1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
terdiri atas : 
a. identifikasi risiko; 
b. analisis risiko. 

(2) ldentifikasi risiko scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a. paling sedikit dilaksanakan dengan : 
a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan 

Pcrangkat Dacrah dan tujuan pada tingkatan 
kegiatan secara komprehensif; 

b. rnenggunakan mekanisrne yang memadai untuk 
mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor 
internal; dan 

c. menilai faktor lam yang dapat meningkatkan risiko. 



( 1) Perangkat Daerah wajib membuat Japoran pelaksanaan 
RTP. 

(2) Laporan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada 
a~ at ( 1 }. ditujukan kepada Walikota melalui lnspektorat 
paling akhir bulan Pebruari pada tahun berikutnya. 

Pasal 14 

( 1) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh lnspektorat. 
(21 Hasil evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud 

pada ayar (I), disarnpaikan kepada Walikota dan 
Pimpinan Perangkat Daerah. 

(3) Tata cara evaluasi pelaksanaan RTP sebagaimana 
drmaksud pada ayat (I). menggunakan pedoman 
evaluasi SPIP )ang diretapkan melalui Keputusan 
ln spektur. 

Pasal 13 

BAR V 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

( 1) Dalarn melaksanakan kegiaian Penilaian Risiko, 
Pimpinan Perangkat Daerah bertindak sebagai 
penanggungjawab kegiatan Penilaian Risiko. 

(2) Sekretaris / Kepala Bagian pada Perangkat Dae rah 
sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penilaian 
Risiko. 

(3) Setiap Pirnpman Perangkat Daerah melakukan 
pemantauan dan review untuk rnernastikan bahwa 
dokurnen RTP telah sesuai rencana dan sepanjang 
diperlukan dapat dilakukan perbaikan. 

B/\AIV 
1-.ELEMl~AGAAN PENILAIAN RESIKO 

Pasal 12 

( 1) Dokumen Pcnilaian Risiko sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 a~ at (2) dibuat berdasarkan pengisian 
dokumcn Penilaian Risiko. 

(2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko 
sebagairnana dimaksucl pada ayat ( 1 l, tercanturn dalam 
Larnpiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 11 

(4) Dokurnen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada 
a, at ( 1) disarnpaikan kepada lnspektorat sebagai salah 
satu kelengkapan dokurnen RKA-PD. 

(SJ lnspektorat rnelakukan verifikasi atas rancangan 
dokumcn Pcnilaian Risiko yang disampaikan olr-h 
pirnpman Perangkat Daerah. 

(6) Dalam hat hasil verifikasi sebagairnana dimaksud pada 
a.,at (5) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian Risiko 
dikernbalikan pada Perangkat Daerah untuk dilakukan 
perbaikan. 



Pedornan tekrns Pernlaian Resiko Di Lingkungan Pcmerintah 
Kora Manado sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO ayat (3) 
dan Pasal 11 av at (2). tercanturn dalam Lampiran _qrng 
meru pakan bagian ~ang trdak terpisahkan dengan Peraturan 
Walikota ini. 

BAB VI 
"F.:TENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 

Scluruh kegiaran dalarn rangka pcnyclcnggaraan tugas dan 
Iungsi Satuan Kerja pada Parangkat Daerah Kota Manado 
~ ang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Pasal 17 

BAB V 
PEMBIAYAAN 

(I) Pcrnantauan drlaksanakan untuk mernasnkan bahw a 
pengelolaan nsiko tclah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan. 

(2) Pernantauan dt tmgkat Perangkat Daerah dilaksanakan 
oleh pirnpman secara berjenjang 

(3) Pemanrauan di tingkat perncrintah daerah dilaksanakan 
olch Sekretarts Daerah. 

(4) Pemaniauan dalarn bentuk evaluasi terpisah dapat 
dilaksanakan oleh lnspektorat selaku penanggung jawab 
perigaw asan pengelolaan risiko melalui reviu , evaluasi. 
dan pengR\\ asan lainnv R. 

Pasal 16 

(I} Dokumcn Pernlaian Risiko harus segera 
dikornurnkasikan kepacla pejabat/ pegawai ) ang terkau 
dengan pelaksanaan rencana t indak pengendalian 

(2) Pimpinan Zpegaw ai pada Pcrangkat Daerah 
rnelaksanakan rencana undak pengendalian \ ang 
tr-rdapai clalarn dokurnen Penilaian Risiko. 

(3) Sepanjang diburuhkan, dapar melaksanakan kegiatan 
pengendahan vang belu m tcrcanturn dalam dokurnen 
Perulaian Risiko. 

Pasal 15 
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengu ndangan Pera tu ran Walikota iru dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 



3. P<'n~ usunan Dokumen ldent ifikasi dan Analisis Risiko 
Kegiaran pada rahapan iru akan menghasilkan dokurnen ldentifikasi dan 
/\nalisis Risiko sebagaima.na formular 1-2. 

n menetapkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah beserta indikator dan 
targetny a yang bersumbcr dari dokurnen RPJMD; dan 

I> mencantumkan ketercapaian atas target RP,J MI) periode sebelurnny a serta 
h~mha1?11/rPrrn?salahan ~ ang mP!1JRdi p-ny-bab ketidaktercapaian 
«-rsebut: 

2. Penvusunan Dokurnen Tujunrr/Basaran Pcmerinrah Daerah 
~<'giRtan pada rahapan mi akan mcnghasilkan dokumcn Tujuan/Sasarnu 

l'l'nwrintah l>rn·rnh sebagairnana forrnuhr 1-1. 

f. Dokumen pcnilaian rrsrko pernerrntah daerah , ang sudah final rnenjadi 
acuan bagi masing-rnasmg kepala perangkat daerah yang menjadi 
penanggung jaw ab (PJ) atas rnasing-rnasing rencana tindak pcngendalian. 

I. Tahapan Pen, usu nan Dokurnen Penilman Risiko 

l. Kcbijakan Umum Peny usu nan Dokurncn Penilaian Ristko Perncrintah Daerah 
a. Pcnvusunan dokurncn perulaian risiko perncrmtah daerah dilaksanakan 

bersamaan clengan pen, usu nan dok u mcn RPJ Mil clan dapal diprioritaskan 
pada sasaran pernermt ah daerah v ang kurang tr-rcapai targC'tnva/memiliki 
bc1n) ak harnbatan 

b Pen~ usunan dokurncn pr-rulaian risiko pemerintah daerah clidasari oleh data 
hrstoris pcrmasalah y u-rnun n. kecuah jika sasaran tcrsebut merupakan 
sasaran , ,rng baru dapat drlak u kan I,e11cmnrk1119 pada pcrnerintah dacrah 
lainnv a: 

c. Sckretaris daerah menginstruksikan sec-am icrtuhs kepada kepala 
pcrangkat daerah Zpejabat v ang duunjuk untuk rnenyusun dokumen 
pr-nilaian rrsiko atas sasaran pernenruah daerah: 

d hlt·kanisme penv u su nau dokumen pe-n ilaia n rixiko diu i amakan melaiui 
[ociis group discusion (FGO). 

e. Dok u men pcrulaian risiko v ang dihasilkan ditandatangani olch Sekretaris 
Daerah clan selanjut nv a diserahkan kepada lnspektorat untuk dilakukan 
it ..,ju c11ct~ d1.,kL11t11:'11 R,JMD. 

PROSES Pl~NGELOLAAN RISIKO PAD,\ TING KAT Pl<:MERINTAI I DAERAH 

LAMPIRAN I Pr:RATURAN W.\Ll1'0TA MANAIJO 

NOMOR 1..r iCl\\u." 10J.\ 
TANGGJ\L : l~ O~~tiu '.).(1,1\ 
Tl·:NTI\NC · PEDn~I\N Pr'Nfir.LnLi.\A.N P!Sll-." PA.DA. PE~1ERINTI\II DAER..i\ll 



Taha pan pen) usurianny a adalah sebagai berikut: 

a. melakukan identifikasi risiko vang dihadapi dalam pencapaian target 

sasaran pemcrintah daerah. 
ldentifikasi risiko yang dilakukan oleh para pimpinan perangkat daerah 

yang merniliki peran/bertanggung jaw ab atas pencapaian target sasaran 

pernerintah daerah adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan. 

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. sehingga dapat berdampak 

negai.if rerhadap pencapaian rujuannv a. 
Salah satu aspek pentmg dalam identifikasi nsiko adalah adanya data 
historis risiko atas pencapaian sasaran tersebut pada periode RPJMD 

sebelumnya. 
Date1 l11.:,tu1 i;, 1 i;,i~u dcq)ctt diµ\'."Jvlc-h melalui. 
I) dokumen hasil perneriksaan oleh 8PK dalarn beberapa tahun terakhir: 
2) dokumen hasil perigawasan oleh BPKP dalarn beberapa tahun terakhir; 
3) dokumen hasil perigawasan oleh lnspektorat dalam beberapa tahun 

terakhir; 
4} Penanganan kasus olch instansi pencgak hukurn: 
SJ Laporan masyarakat/LSM: dan 
6) lnformasi dari internal di SKPD yang bersangkutan. 
Selain itu , narasi risiko yang dicanturnkan agar rnernperhatikan narasi 
permasalahan ,ang aua nalarn dokurnen t<l-'JMU khususnya pada t:Sab IV: 
Permasalahan dan lsu-Isu Strategis Daerah. 

b. Mengidentifikasi sebab rnunculnya risiko 

Ident ifikasi penyebab rnunculnya risiko diprioritaskan pada penycbab yang 
bersumber dari internal perangkat daerah/pemerintah daerah, yang terdiri 
dari: 
1) faktor sumber day a manusia (man): 
2) Iaktor anggaran (money): 
3} Iaktor pedoman r kebijakan (methodc): 
4) Faktor peralatan (machine); dan 
5) [aktor perlengkapan (mntenan. 
Setelah melakukan idenufikasi penyebab internal. selanjutny a melakukan 
identifikasi atas peny ebab eksternal, antara lain: 
1) faktor bencana alam: 
2) faktor mas) arakat: 
3) faktor kebijakan clan perncrintah pusat: dan 
4) faktor perubahan politik dacrah maupun nasional: 

c. Mengrdenunkasi darnpak terhadap ketercapaian target sasaran pemenntah 
daerah jika risiko rersebur terjadi. 

Pernyataan dampak harus relevan dengan pernvataan Zsifat dari indicator 
target sasaran. 

d. Menganalisis risiko yang teridennfikasi. 
Risiko yang dihasilkan dan tahapan identifikasi risiko selanjum_, a 
dilakukan analisis risiko. Analisis risiko untuk mengetahui Jevel/tingkat 
risiko \ ang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko clan 
darnpak y ang dthasilkan dart terjadiny a risiko tersebut. 



RTP haru s menetapkan kapan dan oleh siapa kegiatan pengendalian 
tersebut akan dilaksanakan 

5. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Bapelitbangda Kota Manado. 
a Dokurnen penuaian rrsrko pemermran dacran ~ ang sudah ditandatangarn 

oleh Sekretaris Daerah selanjutny a diserahkan kepada Kepala 
Bapclitbangda Kota Mariado: 

b. 13apelitbangda Kora Manaclo pada saat menyerahkan dokumen RPJMD 
1int11k d11·Pv-i11 nll:"h ln5p'::'ktnr;:it h;:1ru~ n,PnyPrphk?n juga dok umen p=rrilaian 
riaiko pcrnermtah daerah tersebut . 

di~Ph;:ihk:rn kPticf;:ikrornk;:in ::itr111 kPt1rl;:ikr11k11p;:m 
permasalahan pada saat pelaksananny a. 

b Mcnyusun rencana trndak pcngendalian 
Selanjutnya mengidentifikasi kegiatan pengendalian tambahan yang 
div a kini dapat mernit igasi risiko , ang I erident ifikasi (rencana ti nda k 
pengendalian/ RTP). RTP bisa berbentuk perbaikan atas kegiatan 
pengendalian v ang sudah ada/ terpasang a tau membuat kegiatan 
pengcndalian vang baru. Tahapan ini harus mempertimbangkan cost and 
benefit dan tidak merurnbulkan proses kegiatan tambahan y ang 
rnembcrarkan pemermtahyperangkat daerah. 

a. Mengenali dan mengevaluasi pengendalian , ang sudah ada/terpasang 

Pada tahapan ini para pimpinan perarigkat daerah/pejabat yang dit unjuk 
harus rnenginventarisir kegiatan pengendalian kunci yang relah dibuat 
(actay tcrpasang] olen pemenntah/perangkat claerah daiam mengendaltkan 
risiko yang teridentifikasi. 

Pengendalian kunci yang suctah ada Zterpasang tersebut selanjutny a 
rhevaluasi untuk mengetahui sejauh mana kecukupan clan efektifnya dalarn 
mernit igasi risiko. Ada kemungkinan bahw a pengendahan ) ang sudah 
dirancang dengan baik narnun ticlak dapat berjalan/bekerja efektif 
scbagaimana tujuan ~ ang dimgmkan. Evaluasi atas efektifitas pengendahan 
perlu dilakukan untuk mcnentukan apakah ketidakefektifan tersebut 

Mat rik s tingkat kemungkman terjadinva risiko dapat dilihat pada formulir 
1-3. Sedangkan rnatriks tingkat dampak ., ang clihasilkan dari terjadinj a 
risiko dapat dilihat pada formulir 1-4. 
Analisis nsiko pen ting urn uk m·"'ng"rnhui !evel/tingkat risiko dan pnoritas 
penanganan risrko oleh perncrmtah claerah. 

Dalarn rnenctapkan skor kemungkinan terjadmy a risiko sangat tergantung 
pada data historis yang chmiliki oleh pernerintah daerah. 

.hka rulai risiko berada di aias 111la1 tolcransi nsiko .\ang ditetapkan Kepala 
Dac-rah/Walikota maka mengharuskan untuk dilakukan kegiatan mitigasi 
risiko <11 dalarn dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP). 

4. Pcnyusunan Dokurncn Rcncana Tindak Pengcndalian (RTP). 
Kegiaian pada tahapan iru akan merighasrlkan dokurnen Rencana Tindak 
Perigendalian (RTP) sebagairnana formulir 1-5. 
Rf'nc-ana Tindak Pcngeridalian (RTP) dibuat ham a untuk risiko yang berada di 
aras batas toleransi risiko yang sudah ditetapkan 



\, Tahapan Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian 
~Pl i:."lr jPn;::ing pin,pm::in p::id~ f'Pr;:ingk::it n~Pr?h h::in!" n,PJ;:\kl!K::1.11 perna o tau an 
untuk memasrikan bahwa dokurnen rencana tmdak pengendahan telah 
dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang drpcrlukan dapat dilakukan 
perbaikan atas dokurnen rencana t indak pengcndalian. 

ketercapaian tujuan Z sasaran: 
risiko .\ ang terjad i; 
sebab dan darnpak nsiko: dan 
kegiatan pengendalian vang dilaksanakan 

Pendokumentasran d: atas dengan menggunakan formuhr 1-6. 

penanggung jawab harus 

doku men rencana tindak 
dt rnasing-rnasing perangkat 

11. Tahapan Reviu Dokurnen Pcnilaian Risiko 

Kegiaran pada tahapan 1111 dilakukan bersamaan dengan reviu atas dokumen 
RP,JMD, dengan tahapan scbagai bcrikut: 
a. Kepata 1-'erangkat Uaerall yang mernbrdangt perencanaan, kenka 

rncngaju kan dokurnen RP,J Mn kc pad a lnspcktorat haru s menyerahkan juga 
dari dokurnen Penilaian R1siko (formulir 1-1. I -2. dan 1-5); 

b. ln spektorat. bersarnaan derigan kegiatan reviu atas ctokumen RPJMD 
•-t'l::1ni11tn\'R '11f'l~k11kf"" rp, iq Rta~ rlnk1PT'f'n PPnil::11;:in Ri"ikn PPmPrintah 

... , .. 
Daerah; 

c I lasil reviu dan lnspcktorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas 
dokumen periilaian risiko Pernerintah Daerah. 

Ill T}1hHp~n Fin::ilis;:is1 Dok urnen PPnilm::in R1c:;ikn r l a n PPn~Pr::lh,rnny;;:i kPp::irl;;:i 

Walikota. 
II iahapan int dilakuknn "c·IC'lah l~P.IMD drsctuju i da n disuhkun rncnjadi Pcrdn 

HP.JMI). 
b. setelah pengesahan RPJMD. Sekretaris Daerah harus memfinalkan 

dokurnen perulatan rrsiko: 
c. clokumen penilaian nsrko v ang ditandatangani olch Sekretaris Dacrah 

(formuhr 1-1. 1-2 dan 1 5) selanjutny a diserahkan kepada Walikota dengan 
i emhu san kepada lnspektorat: 

d ppn~ erahan dokumen pernlaian risiko dapat dilaksanakan pada saat 
penandatangan dokurnen Pcrjanjian Kmerja perangkat daerah dengan 
Walt kola. 

IV. Tahapan Pelaksanaan Rencana Tmdak Pengendalian 

Tahapan pelaksanaan rencana undak pengcndalian oleh masing-rnasing 
pcrangkat daerah penanggung jawab (PJ) adalah sebagai berikut: 
a Dokumcn penilaian risiko harus segera dikornu nikasikan kepada perangkat 

daerah, khusu sny a kepada pejabar/ pegav ai \ ang terltbat langsung dalam 
nela kaa naa n renr ana r111<i;.1k rv-nzendalian . . ... ~ 

b. Kegiatan perigendalran ~ ang ada dalam 
pcngendalian menjadi ar uan pelaksanaan 
daerah: 

c. Dalarn tahap pelaksanaan. masing 
men<lokumentasikan hal-hal berikut inr 



ANDREJ ANGOUW 

WALIKOTA MANADO, 

Mekarnsme pelaporan akan diatur lebih lanju t oleh Sekretaris Daerah. 

Tahapan proses pengelolaan risiko di aras clapat juga dibcrlakukan pada 
perubahan RPJMD 

Perarigkat Daerah. trap enarn bulan [semesteran] wajib membuat laporan 
kcrercanaian sasaran ncrnermrah daerah. kereriadian risiko dan pclaksanaan 
rencana nndak pcngendahan. Laporan tersebut ditujukan kepada Wahkota 
dengan iernbusan kepada lnspr-ktorar Laporan tersebut disampaikan paling 
lam hat ianggal 31 Juli semester beriku tn> a dan tanggal 31 Januari tahun 
bertkurnv a. 

pedoman ) ang 

hark pada AAM 
pada saat sudah 

ln spektorat Jt1ga ht"n,t-n:1ng melakuka n pr-mantauan 
pelaksanaan sedang berjalan (on gomg processe rnaupun 
dilaksanakan dan dilaporkan olch pcjabat v ang berwenang 
Mekanisrne pernantauan oleh lnspektorat rnenggunakan 
ductapkan oleh lnspek t ur. 

\ I Tahapan Pelaporan atas Kctercapaian Tujuan Kegiatan. Keterjadian Risiko dan 
Pelak sanaan Rencana Tindak Perigcndalian. 

Sekrctaris Dae rah scbagai pclaksana tekrus koordinasi pen> elcnggaraan 
pengelolaan nsiko pemenntah daerah dapat rnelakukan pemantauan atas 
berjalannya proses pcrulaian nsiko pada pernermtah daerah. 



1. dokurnen pernlaian risiko perangkat daerah yang sudah final menjadi 
acuan bagi pelaksanaan kegiatan clan menjadi alat monitoring dan 
evaluasi kepala perangkar daerah atas jalannya program/kegiatan/ 
subkegiatan. 

2. Peny usunan Dokurnen Tujuan Kegiatan 
Kegiatan pada tahapan mt akan menghasilkan dokumen Tujuan Kegiatan 
sebagairnana formuhr 2-1. 

I. Tahapan Penyu su nan Dokurnen Penilaian Risiko 

1. Kebijakari Umum Pen) usu nan Dokumen Penilaian Risiko Perangkat 
Daerah 
a penyusunan dokurnen pcnilaian risiko perangkat daerah didasari oleh 

data hrstoris permasalah/ternuan atas berjalannya kegiatan tersebut 
(lihat formulir 2-2). kecuali jika kegiatan tersebur merupakan kegiatan 
~ ang baru dilakukan dapat dilakukan bencniarkinq pada perangkat 
daerah lainnya. 

b. kepala perangkat dacrah Zpejabat yang dit.unjuk sebagai penanggung 
jawab pcncrapan pengelolaan risiko perangkat daerah 
menginstruksikan secara rertulis kepada pejabar di bawahny a yang 
untuk meny usun dokumen penilaian risiko atas 
program/keg1atan/suhkeg1atan pada perarigkat daerah: 

c. kegiatan penyusunan dokumen penilaian nsiko atas kegiatan pada 
masing-rnasing unit dilaku kan dengan melibatkan p-rsonil di masing­ 
masing unit vang memahami program/kegiatan/subkegiatan 
perangkat daerah: 

cl. rnekanisrne pcny usu nan dokumen penilaian risiko atas keg-iatan di 
masing-masing u nu diutamakan melalui focus group discusion (FGD): 

e. dokurnen pernlaian nsiko y ang dihasilkan di rnasing-rnasing unit 
ditandatangarn oleh rnasing-rnasing pejabar eselon 3/pejabat yang 
ditunjuk untuk chkurnpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah atau 
pejabat >ang ditu njuk: 

f dokurnen penilaian risiko ~· ang dihasilkan di masing-masing unit 
kemudian dikompilasi menjadi dokumen penilaian nsiko perangkat 
daerah yang dirandatangani oleh kepala perangkat daerah/pejabat 
y ang ditu njuk: 

g. doku men penilaian risiko pcrangkat daerah mcnjadi kelengkapan atas 
dokumen RKA Perangkat Daerah ) ang diserahkan kepada Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD): 

h. lnspektorat y ang bcrt ugas melakukan rev iu atas dokumen RKA juga 
harus rnelak ukan rcviu atas dokumen penilaian risiko perangkat 
daerah: 

PROSES PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH 

L·\MPIRAN II PERATURAN WALlh:OTA MANADO 
NOMOR : 1.1- ~ku"' 10).1 
TANGGAL : l9 0~\09t.r .l.o)-\ 
TENTA..NG : PEDQMA..N PENGELOU\A.N R!Sl!-:0 PADI\ PEMER!"ITA..H DAERAH 



Tahapan penyusunanny a adalah sebagai berikut: 

a. melakukan ideru ifikasi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan 
program/kegiatan/subkegiatan. 
lderuifikasi risiko yang dilakukan oieh para kepala bidang/hagian atau 
pejabat pernbuat kornitrnen (PPK) > ang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan progmn1/kegintan/subkc-ginrnn adalah proses menetapkan 
apa, dimana. kapan. mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, 
sehingga dapat berdampak negatif rerhadap pencapa ian t ujuarmya. 
Salah satu aspek penring dalam idcntifikasi risiko adalah adanya data 
historis nsiko atas progrnm/k<>gmtHn/subkegiatan tersebut. 
Data historis risiko dapat diperoleh melalui· 
1) Dokumen hasil pemenksaan oleh BPK dalam beberapa iahun 

terakhir: 
2) Dokumen hasil perigaw asan oleh BPKP dalarn beberapa tahun 

terakhir: 
3) Dokumen hasil pengawasan oleh lnspektorat dalam beberapa tahun 

terak hir: 
4) Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum; 
5) Laporan masyarakat/LSM; dan 
6) lnforrnasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan. 
Perangkat daerah haru s rnermlikr/rnernbuat data historis risiko 
perangkat daerah dengan format sebagairnana fonnulir 2-2. 

yano bisa • b pengukuran ketercapaianny adcngan metodey tek nik 
di pertanggu ngjawabkan. 

3. Peny usu nan Dokurnen ldentifikasi dan l\nalisis Risiko 
Kegiatan pada tahapan iru akan menghasilkan dokumen ldentifikasi dan 

Tahapan pen) usunanny a adalah sebagai berik u t: 
a. menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang bersumber 

dari dokumen Renstra Perangkal Daerah: 
IJ. rnernilih program/kegiatan/ subkegiatan \ ang rnemiliki kontribusi 

besar/utama bag, ketercapaian tujuan dan sasaran: 
c • menetapkan outcome] output > ang akan dihasilkan dari 

program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan 
perangkat daerah. 

d. menciapkan tujuan yang diharapkan dari kegiatan/subkegiatan: dan 
<' dalam menetapkan tujuan kegiatan/ harus memerhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 
1) sifat kegiatan keg1atan/subkegiatan. scperti pengadaan barang dan 

jasa. peningkaian kompetensi surnber daya manusia, pemberian 
hibah/bansos. pelayanan Jangsung kepada masyarakat. 
pengelolaan keuangan, perencanaan dan sifat kegiatan lainnya: 

2) indikator tujuan kegiatan/subkegiatan. lndikator tujuan kegiatan 
bisa pada indikator proses seperti ketaatan at.as peraturan/SOP. 
maupun indikator output, sepert i: ketepatan jurnlah , kualitas, 
waktu , ketepatan sasaran, tingkat kepuasan masyarakat. dan lain 
sebagainya 

3) tujuan kegiatan/subkegiatan harus dilakukan pengukuran 



d. Menganalisis risiko yang reridentifikasi. 
Risiko .\ ang dihasilkan clan tahapan identifikasi risiko selanjutny a 
dilakukan analisis risiko. Anahsis risiko untuk mengetahui 
lPvP) / 1 ingkRt ri~il{o ~·:::\ng rlih8 <ilkan dari hPc;;~rfln kernungkinan 
terjadiny a nsiko clan darnpak yang dihasilkan dari terjadinya nsiko 
terse hut. 
Matriks tingkat kemungkinan terjadiny a risiko dapat dilihat pada 
formulir 2-5. Sedangkan matrik s tingkat darnpak yang dihasilkan dari 
ierjadiny a nsiko dapat dilihat pad a formulir 2-6 
Analisis risiko penting untuk mengetahui level/tingkat risiko dan 
prioritas perianganan risiko olch perangkat daerah. 

Dalam menetapkan skor kemungkinan terjadinya risiko sangat 
icrgaru ung pada data rnatorrs ,~rng dtrmhki olen pcrangkat daerah. 

Sedangkan penetapan skor dampak terjadmva risiko terhadap 
pencapaian tujuan kegiatan perangkat daerah sangat tergantung pacla 
sifat kcgiatan dan jerns nsiko vang diidenttfikasi. Pada kegiatan yang 
tujuanny a sangat terganturig pada pencapaian waktu , maka risiko 
keterlambatan akan sangat besar dampaknya bagi pencapaian tujuan 
kegiatan. Pada kegiatan yang tujuannya sangat tergantung pada 
pencapaian cfisiensi biaya, rnaka risiko kemahalan harga/pemborosan 
akan sangat besar darnpaknya bagi pencapaian tujuan kegiatan. Pada 
kegiatan -' ang tujuanny a sangat tergantung pada kualitas/mutu 
output, maka nsiko output vang substandar akan sangat besar 
dampakny a bagi pencapaian tu Juan kegiatan. 

Jika nilai nsiko berada di aras nilai toleransi risiko yang ditetapkan 
Kepala Uaf'rah rnaka rnengharuskan untuk duakukan kegiatan 
rruugasi risiko di dalam dokurnen Rencana Tindak Pengendaltan (RTP1. 

b. Mengi<lentifikasi sebab rnunculny a risiko 

ldent iflkasi penyebab rnunculny a risiko diprioritaskan pada pcnyebab 
yang bersurnber dan internal perangkat daerah/pemerintah daerah , 

) ang ierdm dart: 
l) faktor sumber dav a manusia ( mnn). 
2) fakror anggaran (money): 
3) Iaktor pedornan Zkebijakan (merhorle}: 
4) fakror ppralat~n (morl11nP); rlar 
5) Iaktor perlerigkapan (materiel~. 
Setelah melakukan ident ifikasi peny ebab internal. selanjutny a 
melakukan identifikasi atas penyebab eksternal, antara lain: 
l) faktor bcncana alam: 
2) faktor mas) arakat: 
3) faktor kebijakari dari pcrncrintah pusat: dan 
4) Iaktor perubahan poliuk dacrah maupun nasional; 

c. Mengidentifikasi dampak terhadap ketercapaian tujuan 
kcgiatan / su bkegiatan pcrangkat daeran jika nsiko terse but terjadi. 

Perny ataan dampak harus relevan dengan pernyataan tujuan kegiatan. 
Sebagai contoh: jika pada pem~ ataan t ujuan kegiatan menyebut 
indikator mutu output, maka pernv ataan "Darnpak" juga harus 
men) atakan ketidaktercapaian mu tu output. 



Kegiatan pada tahapan ini dilakukan bersamaan dengan reviu atas dokumen 
RKA.- Perangkat Daerah. dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Kepala Perangkat Daerah ket ika rnengajukan dokumen RKA atas kegiatan 

k=pada TA.PD/lnspekwrnt haru s menx crahkan juga dari dokurnen 
Pcrulaian Risiko (formuhr 2-1. 2-4. dan 2-8). 

II. Tal ra pau Reviu DvJ...u111e11 Pt"11ila1c111 Ri:siku 

Pengendalian kunci , ang sudah ada/rerpasang tersebut selanjutnya 
dievaluasi untuk mengetahui sejauh maria kecukupan dan efektifnya 
dalam mernit igasi risiko. Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang 
c;:;qrl~h rlin:inrRng r!Png~n l)rlik '1::l1T11ln tidf!.k rl~p?t berj~lan/bPkerja 
efektif sebagairnana tujuan yang dnnginkan Evaluasi atas efektifitas 
perigendalian perlu dilakukan untuk rnenentukan apakah 
keudakefekrifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau 
ketidakcukupan rancangannx a arau permasalahan pada saat 
pelaksananny a. 

b. Men! usun rencana nndak pengendalian. 
Selanjutny a rnengidenufikasi kegiatan pengendalian tambahan yang 
diyakini dapat merningasi risiko yang teridentifikasi (rencana tindak 
p-ngendaliau/P'I'P) RTP bisa b=rb-ntuk perbaikan atas kegiatan 
pengendalian yang sudah ada/f erpasang atau membuat kegiatan 
pengendalian , ang baru. Taha pan ini harus mempertimbangkan cost 
and benefit dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan .\ang 
mernberatkan perangkat daerah. 

l~TP harus menetapkan kapan dan oleh siapa kegiatan pengendalian 
terscbut akan dilaksanakan. 

c. Seluruh Iormu lir 2-7 yang sudah disu sun dan ditandatangaru oleh 
p::ir::i kPp;;il::i h1rl::ine/h::1ei:-m/PPK ~Pl::rnj11ln:::1 disPr::ihk::in ke SPktrPt;:iris 
Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk dtkornpilasi dalarn 
formu lir 2-8) ang akan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah. 

c. Seluruh formulir 2-3 yang sudah disusun dan ditandatangani oleh 
para kepala bidang/bagian/PPK selanjutnya diserahkan ke Sekretaris 
Perangkat Daerah atau pejabat > ang ditunjuk untuk dikompilasi dalam 
formulir 2-4 yang akan ditandatangani oleh Kepala Perangkat 
Daerah/pejabat yang dirunjuk. 

4 Penvu sunan Dokurnen Rencana Tindak Pengenclahan (RTP). 
Keg~atan pada tahapan ini akan menghasilkan dokumen Rencana Tindak 
PPnoPnrj}'l.)i~n (RTPl ~Ph~o~im:inA fnrm•ilir ?-7 n~n fnrrn11lir 2-R 

t:, . I I ~ 

Rencana T111dak Pengcndahan (RTP) dibuat hany a untuk risiko > ang 
bcrada di atas batas toleransi risiko yang sudah ditetapkan. 

Taha pan penv usunannya adalah sebagai berikut: 

a. Merigenali dan merigevaluasi pengendahan > ang suciah ada/jerpasang 

Pada tahapan mi para kcpala bidang/bagian/ PPK harus 
rnenginventarisir kegiatan penge ndahan kunci yang telah dibuat 
(ada/terpasang) oleh perangkat dacrah dalam rncngendalikan risiko 
'- ang teridentifikasi, 



V. Tahapan Pemantauan atas Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian 
Seuap jenjang pimpinan pada perangkat daerah harus melakukan 
pernantauan untuk memastikan bahwa dokumen rencana tindak 
rPngPnrlr1lir111 telah dilRk<;:cH1Hk;rn ~e<;11?i rPnr~na ,:i::in sepanjang rlipPrlukan 
dapat dilakukan perbaikan aras dokurnen rencana t indak pengendalian. 

Sekretaris Daerah sebagai pelaksana teknis koordinasi penyelenggaraan 
pengelolaan nsiko perneriruah daerah dapar melakukan pernantauan atas 
hf'rjr1l::lnn.'r1 prosPs pen ilaia n rixikn p::lcl~ pnr1ngk;:it dae-rah 

IV. Tahapan Pclaksanaan Rencana Tindak Pengendalian 

Tahapan pelaksanaan rencana tindak pengendalian oleh perangkat daerah 
adalah sebagai berikut: 
a. Dokumen penilaian nsiko harus segera dikomunikasikan kepada 

sebany ak mungkin pegawai pada perangkat daerah, khususnya kepada 
pegaw ai )ang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan perangkal 
daerah; 

h "PVAl::\11 pPnePnrlAli::ln \~ne ArlA rlalarn doku me-n rf'n<'::\11::l tirirla k 
pengendalian menjadi acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah: 

c. Dalam tahap pelaksanaan , penanggung jawab kegiatan harus 
mendokumentasikan hal-hal berikut ini: 

rcalisasi ow put kegiat an: 
ketercapaian tujuan kegiaran: 
risiko yang terjadi: 
sebah dan darnpak nsiko: 
kegiatan pengendaltan ~ ang dilaksanakan. 

Pendokurnentasian di atas dengan menggunakan forrnulir 2-9 dan 2-10. 

b. lnspektorat, bersamaan dengan kegiatan reviu atas dokumen. R_KA 
Perangkat Daerah selanjutnya melakukan reviu atas dokumen Penilaian 

Risiko Perangkat Daerah: 
c. Hasil reviu dar! In spektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas 

dokurnen pernlaian risiko Perangkat Daerah. 

Ill. Tahapan Finalisasi Dokumen Periilaian Risiko clan Penverahannya kepada 
Walikota. 

Tahapan iru di1akukan setelah RAPBD drset ujui cian disahkan menjadi APBD. 
a. Setelah pengesahan APBD, seluruh kepala perangkat daerah harus 

mernfinalkan dokurnen penilaian risiko: 
b. Dokurnen penilaian nsiko )ang ditandatangani oleh kepala perangkat 

rlAf'rnh {fnrm11lir ?- 1 ?-4 ,hm ?-R) ,;;pl;:mj11tny;:i rliserahkan kPpArlA 

Wahkota melalui lnspektorat: 
c. Pen) erahan dokurncn penilatan risiko dapat dilaksanakan pada saat 

penandatangan dokumen Perjanjian Kmerja perangkat daerah dengan 
Walikota. 

ct Hal yang sama dapat dilakukan pada t ingkat perangkat daerah jika 
dilakukan penandatangan perjanjian kinerja antara kepala perangkat 
daerah de ngan pejabat di baw ahnya dengan menggunakan formulir 2-3 
dan fonnulir 2-7. 



KEPALA BKAD 
---l- ~- 

KABAG HUKUM SETDA ~ 

SEKRETARIS INSPEl\"TORAT -e_ 
I KEPALA .;;-;;:::;;;;;;;.RENCAN~ ~ _j 

I INSPEKTUR 

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 

SEKRETARIS DAERAH QQQ 
\ 
ANDREI ANGOUW 

-~J_A_B_AT_A_N~~~---t--;;.;.;.PARAP 

l Mohon 
WALIKO'fA MANADO 01tanrtangani 

r -- -- --1 
WAKJL WALIKO'fA MANADO .,.,. 

W ALIKOTA MAN ADO, 

PEMERJNTAH KO'fA MANADO 
INSPEKTORAT 

Inspektorat juga berwenang melakukan pemantauan, baik pada saat 
pelaksanaan sedang berjalan (on going process) maupun pada saat sudah 
dilaksanakan dan dilaporkan oleh perangkat daerah. 
Mekanisme pemantauan oleh lnspektorat menggunakan pedoman yang 
ditetapkan oleh lnspektur. 

VI. Tahapan Pelaporan atas Ketercapaian Tujuan Kegiatan, Keterjadian Risiko 
dan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian. 

Perangkat daerah. tiap enam bulan (semesteranj wajib membuat laporan 
ketercapaian tujuan kegiatan, keterjadian risiko dan pelaksanaan rencana 
tindak pengendalian. Laporan tersebut ditujukan kepada Walikota melalui 
Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada lnspektorat. Laporan tersebut 
disarnpaikan paling larnbar ti:mgg;:il ~ 1 .Iu li sernesrer berikurnya chm ranggal 
31 Januan tahun berikutnya. 

Mekanisme pelaporan akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah. 

Tahapan proses pengelolaan risiko di atas dapat juga diberlakukan pada 
p1 oses anggw an per u bahan. 


